———

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG |
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

'Men{mbano_: a. bahwa "dalam rangka peningkatan kelancaran

penyelenggaraan  Pemorintehan, Pembangunan dan
Pembinaan Kemasramkatnn gecara berdayaguna dan
berhasliguna sabagal polaksanaan Koputusan Menterl Dalam

Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tontang Pedoman Organisasi
Kelurahan;

b. zahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, periu

Mltotaplmn ‘dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung
as;

Mengingat .: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau,  Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

- 2. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan .Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara quql_:l!k Indonesia Tahun 2004 Nomor §3);

3. ‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun_ 2004 tentang
Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

~ Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126);



Menetapkan

7.

9.

10. Peraturan Pemerinta

2

Peraturan: Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom- (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000. Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952),

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasl dan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawal Negerl Sipil Dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang
Persyaratan Pembentukan dan Kiiteria Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa;

h Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisas| Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Kewenangan - Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS;

12, Keputusan Menterd Dalam Negerl Republik Indonesia

Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi
Kelurahan; :

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03

Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS| TATA
KERJA KELURAHAN.



BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratufan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagal unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah:

¢. Bupatl adalah Bupati Gunung Mas;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

©. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daorah Kabupaten Gunung Mas;

f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang terdiri darl Sekrotariat " Daerah, Dinas Daerah, dan

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesual
dengan kebutuhan Daerah;

Kecamatan édalah wilayah kerja Camat sebagal Porangkét Daerah Kabupaten;

. Camat diangkat oleh Bupatl atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari
Pegawal Negeri Sipil yang memenunhi syarat;

l gamat menerima pelimpahan sebaglan Kewenangan Pemerintahan dari
upati;

). Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagal perangkht baemh Kabupaten
di bawah Kecamatan;

k. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga
masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dlakui dan dibina oleh Pemerintah
untuk memelihara dan melestarlkan nilal-nilaj kehidupan masyarakat indonesia
Yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu

meningkatkan  kelancaran tugas  Pemerintah, Pembangunan dan
Kemasyarakatan dj Kelurahan;
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BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS! DAN
SUSUNAN ORGANISAS|

Pasal 2

(1) Kelurahgn adalah wilayah kerja Lurah sebagal Perangkat Daerah Kabupaten
dl bawah Kecamatan;

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat;



Pasal 3

unyal tugas dan fungsl melaksanakan Kéwen_angan Pemerintahan
I);:r?ghdm:::shkzn oletgt Camat sesual karateristik wilayah dan kebutuhan Daerah
serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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_ BAB (Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Kelurahan terdirl darl Lurah, Sekretarls Kelurahan dan 4 (empat) Seoksi
Serta Jabatan Fungsional;

4 (empat) Seksi dimaksud Ayat (1) sebagai berikut :
a. Seks| Pemerintahan:
b. Seksl Pembangunan;

. Seksl Pelayanan Umum dan Trantib;
d. Seksl Kesejahteraan Rakyat

Struldur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana Lampiran
Peraturan Daerah ini:

BAB |V
TATA KERJA
Pasal 6 .
Setlap Pimpinan Satuan Kerja tingkat Kelurahan be.rtanggung Jawab
ng?zg?ln d?n mengkoordinasi pelaksanaan tugas péko?( dan fungsl masing-

Setiap Pimpinan Satuan Kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi
bawahannya masing-masing; ,

BABYV
KEUANGAN
Pasal 6

Keuangan Kelurahan bersumber darl APBD Kabupaton yang dialokasikan
sebagalmana perangkat Daerah lainnya; '



(2) Alokasl anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah
serta varlabel-variabel penentu, antara lain : o

" Besaran kewenangan yang dilimpahkan:
Jumlah penduduk;
Kepadatan penduduk;
Luas wilayah;

« Kondls| geografis/karakteristik wilayah;
Jenis volume pelayanan;
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BAB W
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
) - Pasal?

Camat melakukan embinaan dan pen awasan terhada laksanaan tugas dan
fungs! Kelurah pbao Eicoc, Pant

an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesual dongan ketentuan
Peraturan Pordndang-undangan. |

Pasal 8
Lurah, Sekretaris dan Ke

Pala Seksl dlangkat darl Pegawal Negeri S
Memenuhi syarat oloh Bupat atas usul Camgt. ga. °ger! Sipll yang

BAB Vi)
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Uralan tugas akan ditetapkan kemy

dlan dengan Peraturan Bupatl;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah In| akan dlatur loblh lanjut
dengan Peraturan Bupatl;
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah Inl mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahulnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah Inl dengan moenempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan dl Kuala Kurun
paig!g_‘t__gqggal 7 Pebruari 2005
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Diundangkan di Kuala Kurun ~—J. DJUDAE ANOM
Pada tanggal 11 Pebruarl 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGMAS,

-

Ir. EFRENSIA L, P. UMBING

*»Pembina Utama Muda

_NIP. 080070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GU
TAHUN 2005 NOMOR 48 SER| UG MAS



G MAS
' : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUN
LAMPIRAN’ NOMOR 18 TAHUN 2008

TANGGAL 7 PEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LURAH
SEKRETARIS
T ——— KELURAHAN
. JABATAN
FUNGSIONAL
SEKS) SEKSI EKONOM! SEKSI ; SEKSI
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM KESEJAHTERAAN
PEMBANGUNAN DAN TRANTIB RAKYAT

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH

- KABUPATEN GUNUNGMAS,

- €

\ Ir. EFRENSIA L. P, UMBING

Pembina Utama Muda
NIP, 080 070191

LEMBARAN DAERAH KAB
TAHUN 2005 NOMOR 48

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tgnggal 7 Pebruari 2005
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ViU DJUDAE ANOM

UPATEN GUNUNG MAS
SERI D




